
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTAL,O
NOMOR 4i TAHUN 2A73

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYITNAN KESEHATAN
PERORANGAN DI PROVINSI GORONT,A'LO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b .

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dalam rangka meningkatkarr pelayanan kesehatrrn

kepada masyarakat, agar iebih bermutu, terjangkau, efektif dran

efisien, untuk menunjang pelaksanaarL Jaminan Kesehatirn

Nasional maka perlu menetapkan pr:doman sistem rujukrrn

pelayanan kesehatan perorangan di Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksrrd

<lalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Pedoman Peiaksanaan Sistern Rujukan Pelayanran

Kesehatan Perorangan di Provinsi GororrteLlo;

Undang-Undang Nomor 38 Teih,un 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lerrrbaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembarran

Negara Republik Indonesia Nomor 4O6Cl);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Ot)4

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

l \omor aa3| l ;

Undang-Undang Nomor 32 Terh'un 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones;ia
'lahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Neg:rra

Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terkahir dengan Undang-Llnrlang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas U.nd.ang-Undang Nomor ;32
'lahun 2OO4 tentang Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negerra

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahran

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\
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4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang,

Perimbangan Keuangan antara Perrrerintah Pusa.t dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega.raRepubiik lndonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambaha.n Lembaran Negera.

Repubiik Indonesia Nomor 44381;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem.laminan,

Sosial Nasional (Lembaran Negara Reprublik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 150, Tambahan Lernb:rran Negara Reputrlik:

Indonesia Nomor aa\Q;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tZOOg tentang Kesehat.arL

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1'14'

Tambahan Lembaran Negara Republik llnrlonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009t tentang Rurnah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tiahun 2OO9 Nomor 1153,

Tambahan Lembaran Negara Republik tnrlonesia Nomor 50721;

8. Undang undang Nomor 24 Tahurr 2OlI tentang Baclan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lerrrbrlran Negara Republilr

Indonesia Tahun 2OlI Nomor 116, Tarntrahan Lembaran Negarei

Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahurr 1996 tentang Tenagzt

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

Nomor 49, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesizr

Nomor 36371;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2lOO7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerint.ah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembarart

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O'O7 Nomor 82, Tambaharl

Lembaran Negara Republik Indonesia Nlomor a737);

1 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jamirran

Kesehatan Nasional;

12, Peraturan Menteri Kesehatan Nonror 147 lMenkes/Il2OI0

Tentang Perijinan Rumah Sakit;

13. Peraturan Menteri l.esehatan Notnor

34OlMENKES/ PER/lII/ 2OIA tentang lr. lasif ikasi Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri lt.esiehatan Nornor

028/MENKES/ PER I I I 2Ol 1 tentang Kiinik;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2OI2

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan lPerorangan;

16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013

Tarif Pada Jaminan Kesehatan Nasiona.l.

tentang

tentang

t-t

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



lT.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7L tahun 2OLi\ tentang;

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

18. Keputusan Menteri Kesehata:n RI Nonror'

922 lMenkes/SK/X I 2OO8 tentang Pedonran Teknis Pembagian

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehurtem Antara Pemerintah,,

Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupal.enL

Kota

19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Norrtor

326lMenkeslSK/lxl2013 tentang Penyiapan Kegiatar:r

penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional.

20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ltiomor O8 Tahun 2At2!,

tentang Penyelenggaraan Program Jarnirran Kesehatan SemesteL

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo T'ahun 20i3 Nomor ()7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ,Gorontalo Tahun 2C'1:i

Nomor 06); .

2l.Peraturan Daerah Provinsi Gorontaio Irlomor 07 Tahun 2C'I3i

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakitl

Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lem,baran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2OI3 Nomor 07, Tarrrbra.han Lembaran Daeratr

Provinsi Gorontalo Tahun 2AI3 Nomor '06,);

22.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo llomor 08 Tahun 2CtIi\

tentang Penamaan Rumah Sakit lUrnum Daerah Provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi rGorontalo Tahun 2CtIi\

Nomor 08, Tambahan Lembaran Deterah Provinsi Gorontalc>

Tahun 2013 Nomor 07);

MEMUTUSI(AN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR GORONTAI,O TENTANG PEDOMAI\I

PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN F'ELAYANAN KESEHATAI\I

PERORANGAN DI PROVINSI GORONTALO

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan

Perorangan di Provinsi Gorontalo yang tercliri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA FASILITAS KESEHI\TAN

BAB III. PERSYARATAN RUJUKAN

BAB IV. KEWAJIBAN FASILITAS KESEHATAN

BAB V. PENJENJANGAN SISTEM RU.JLIKAN

Kesehar:arr

-j

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



BAB VI.

BAB VIi.

BAB VIII.

BAB IX.

BAB X.

BAB XI

BAB XII
BAB XIII

REGIONALISASI SISTEM RUJU]KAN

SISTEM PEMBIAYAAN

KERJASAMA DENGAN RUM,AFI SAKIT SWAS'IA DAI\[

ANTAR WILAYAH

RUJUKAN BALiK

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB SISTE;M RUJUKAN

SANKSI
PENUTUP

Pasai 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana di:maksud dalam Pasal l

tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo ini clart

merupakan bagian atau satu kesatuan yanfl tidak terpisahkan clari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad.a tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahu.inya, memerintahli:an

pengundangan Peraturan Gubernur ini clengan pen€mprstanliyzl

dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2Ol2 NOTMOR f,5
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : +t  TAHUN 2013
TANGGAL : Ji-, DESEMBER 2013
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEN{ RUJUKAN PELI\YAN,I\N

KESEHATAN PERORANGAN DI PR()\TNSI GORONTALO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang Undang Nomor 40 tahun 2OO4 tentang Siistem JaminarL Sos:ral

Nasional dan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan kepada pemerintah pu,sat dirn
daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dim
terjangkau bagi seluruh masyarakat. Seiain itu pemerintah juga harus daprat
menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sampai lke daerah terpencil cfuln
penduduk miskin.

Saat ini jangkauan pelayanan kesehatan belum merata terutama di daen,rh
terpencil, sementara sistem rujukan pasien masih dirasakan kurang efektif dtm
efisien. Hal ini ditandai dengan masih banyak masyarakat yang belum dap,al
menjangkau pelayanan kesehatan, disisi lain masih terjarli penumpukan pasiq)n
di rumah sakit tertentu.

Di Provinsi Gorontalo keadaan ini masih terjadi, oieh karena itu. hanrs
dikembangkan sistem rujukan yang lebih baik yaitu dengan mengembangki,rn
sistem rujukan regional, terstruktur dan berjenjang.

Regionalisasi sistem rujukan adalah pengaturan srstem rujukan d.engi;rn
penetapan batas wilayah berdasarkan adminsitrasi ma.upun geografis tertent'rl,
kecuali dalam keadaan emergensi, keadaan darurat br:ncana dan kekhususr,m
pasien.
Beberapa pengertian dalam system rujukan ini adalah sebrsgsi berikut :
1. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan peiayana.n

kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tang;gung jawab pel,ayanr:,n
kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupult horizontal;

2. Fasilitas pelayanan kesehatan (selanjutnya disebut flrskes ) adalah tempir.t
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatein ba.Lk
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitativr: yang dilakukan olch
pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;

3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi rnasaierh
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan keseheLtan yang dipenlukalr,
baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanern
kesehatan;

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selarrjtrtnya disingkat BP,IS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk merryelenggarakan prograrrr
jaminan social;

5. Faskes Primer aCalah mampu memberikan pelayanan
perseoranga/medic oleh dokter/dr,Gigi dan khusus
maternal/neonatal tertentu di toiong bidan;

6. Faskes sekunder adalah mampLl memberikan ;pelayanan
perseorangan specialistik;

kesehatern

pelayanaLn

kesehateLn
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B .

7. Faskes Tertier Adalah mampu memberikan pelayanan kesehatan
perseorangan Sub Specialisti;

8, Rujukan vertical adalah rujukan dari faskes dengan tingkatan pelayan.an
lebih rendah ke faskes dengan tingkatan pelayanan yang lebih tinggi at.au
sebaliknya;

9. Rujukan hoizontal adalah rujukan antar faskes clengan tingkatzrn y€rng;

sama;
10. Rujukan Sekunder adalah rujukan pasian dari faskes primer ke: fasli:es

sekunder.

RUANG LINGKUP

1. Sistem rujukan ini meliputi pelayanan kesehatan yang pembialraannya
bersumber dari Program Jaminan Kesehatan lVasional meialui Bad.an
Penyelenggara Jaminan Sosial baik yang dananya bersumber dari AP.tlN
maupun yang bersumber dari Program Jamkesda ]'ar1g anggarannya berasal
dari APBD Provinsi dan Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo.

2. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peni;ngkat.an
efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukem ke fasiiitas pelayanan
kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan peleryanan sesuai ketlutuhan
pasien.

3. Dikecualikan dari ketentuan diatas adalah pada keadaan gawat rlarurat,
darurat bencana, kekhususan karena keadaan dan kebutuhan pasien atas
persetujuan kedua belah pihak

1" Peserta asuransi kesehatan komersial dapat mengikuti sistem rujurkan ini
dengan tetap memperhatikan ketentuan yangi berlaku dalana polis
asuransinya.

TUJUAN
Tujuan Umum:
Terlaksananya sistem rujukan di Provinsi Gorontalo untuk menunjang
terseienggaranya Jaminan Kesehatan Nasional

Tujuan Khusus:
1. Tidak bertumpuknya pasien pada saiah satu faskesi sekunder atau tert:Ler

yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien melal.ui
regionalisasi system ruj ukan.

2. Termotivasinya pemerintah kabupaten dan kota untuk terus
mengembangkan infrastruktur kesehatan baik p:rirner, sekunder, tertir:r,
yang meliputi sarana prasarana, sumber da1'a mernusia, standar prosedur
operasi , obat dan perbekalan kesehatan dan sistem informasi, sec€rra
bertahap dan berkesinambungan.

3. Termotivasinya pemerintah Provinsi secara bertahap mengembangkan RSLID
Provinsi DR. Hasri Ainun Habibie menjadi pusat nrjukan tertier di Provirrsi
Gorontalo.

4. Terjalinnya kerjasama antar kabupaten dan kota. clalam wilayah
Gorontalo dan antar kabupaten diwilayah Pro'yinsi Gorontalo
kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo serta
pemerintah Provinsi Gorontalo dengan rumah sakit Pusat Rujukan
dan Nasionai untuk menjamin portabilitas pelrryanan kepada
jaminan kesehatan nasional.

Provirrsi
dengiln
anta.ra

Regiorral
peserta

4 .
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1 .

BAB iI
KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEH,q.TAN

Peiayanan kesehatan tingkat pertama (selanjutnya clisebut faskes primer)
merupakan peiayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh, dokter, dokter Eligi
di puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas poNED, tempat prak.iik
dokter perorangan, dokter gigi perorangan, rumah sakiri prratama, klinik pratalna
yang bekerjasama dengan BPJS. Dalam keadaan tertentu bidan atau peravi'at
dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelayanan kesehatan tingkat kedua {selanjutnya disebut faskes sekunder):
merupakan pelayanan kesehatan spesialistik tertentu yang dilakukan oleh
dokter spesialis, dokter gigi spesialis, yang mengguriakan pengetahuan drrn
tehnologi kesehatan spesialistik di rumah sakit urnum dan khusus mi.lik
pemerintah keias D dan C dan B di masing-masing kabupaten kota, dan rum6h
sakit swasta yang memenuhi ketentuan klasifikasi D atan: C dan B, sertzr ktir:,ik
utama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (selanjutnya disebut faskes tertier) , adalirh
pelayanan kesehatan subspesialistik yang dilakukan ole,h dokter sub spesialis
atau dokter gigi sub spesiaiis yang menggunakan tetrnologi kesehatan spb
spesialis yang dilaksanakan di rumah sakit umum cla,:rah dan rumah sa.kit
pemerintah kelas B keatas atau rumah sakit swasta yang ada di Provir:rsi
Gorontalo yang setara dengan RS Kelas B dan bekerja sama dengan BRJS at,:ru
RS Kelas A diluar wilayan Provinsi Gorontalo berdersarkan ketentuan yarlg
berlaku dalam JKN.

BAB III
PERSYARATAN RUJUKAN

Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban memjr:k pasien bila keadai,tn
penyakit atau permasalahan kesehatannya memerluJ<annya, kecuali dengi,Ln
alasan yang sah dan mendapat persetujuan dari keiuargeLnya.
Alasan yang dimaksud adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas aiasi;m
medis, sumber daya dan geografis.
Persetujuan dimaksud pada angka 1 setelah mendapatl<an penjelasan (inform,::d
consent) meliputi :
a. Diagnosis dan terapi medis yang diperlukan;
b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
c. Resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilal<ukan;
d. Transportasi rujukan;
e. Resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalarn perjalanan.
Rujukan harus dilengkapi dengan dokumen rujukan yrang meliputi id.entiti,rs
pasien, hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fi.sis dan pemeriksa.zrn
penunjang), diagnosis kerja, terapi dan atau tindaka.n yang telah dilakuk.ern
dengan menggunakan formulir rujukan, dan bukti kepesertaan jeminern
kesehatan yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Bp-tS
Kesehatan, tujuan rujukan dan tanda tangan tenaga kesehatan ya.rrg
berkompetensi merujuk.

ff
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5 .

6 .

7 .

Melakukan penginputan data dalam system P-Care rujukan sehingga ,latei
pasien yang akan dirujuk sudah dapat diakses ol,eh faskes sekuncler al.arr
tertier yangdituju.
Tidak dibenarkan merubah faskes yang dituju yangi telah ditetapkan detlarn
regionalisasi sistem rujukan dan telah dilakukan pr:nginputan data rujuli:an
dalam aplikasi P-Care.
Dalam keadaan tertentu untuk menjamin keadaan umum dan khusus pasierr
agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan m,enuju fasilitas rujuk:an
maka:
a. Sarana transportasi yang digunakan dilengkapi de:egan peralatan resusiti;rsi,

cairan infuse, dan oksigen untuk menjamin pasien seLmpai ditempat rujukan
b. Pendampingan oleh tenaga kesehatan yang me,miliki kompetensi daliarrr

memberikan tindakan kegawatdaruratan.
c. Sarana transportasi memiliki sarana komunikasi untuk m.enjantirr

pelayanan di rumah sakit yang dituju telah siap dan dapat diberikan segrlr€r
saat pasien telah tiba di rumah sakit.

BAB iV
KEWAJIBAN FASiLITAS KESEHATI\N

i. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarga tentang akan dilakukar:Lrryer
rujukan dan alasan - alasannya secara medis maupun al.asan lainnya.

2. Melakukan konfirmasi dengan fasilitas pelayanan keselnatan yang dituju
3. Melengkapi dokumen rujukan sesuai persyaratan yang, ditetapkan oleh BF,JSI

terkecuali dalam keadaan darurat dokumen dapat dil,engkapi kemudian sest.la.r
ketentuan (3 x 24 jam lhari kerja)

4, Melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan sesuai rlengan ketentuan,
5. Faskes penerima rujukan berkewajiban menerima dan memberikan tindal:an.

segera sesuai SOP medis, melaksanakan pencatatan dain pelaporan
6. Petugas kesehatan pendamping harus memastikan prasien telah menda.S:rat

pelayanan semestinya sebelum kembaii.
7. Jika pada kenyataannya pasien tidak dapat ditanga:ni di faskes penerirna.

mjukan maka faskes tersebut wajib merujuk ke fasl:er; tertier secara vertil<al.
atau ke faskes sekunder lainnya secara horizontal derrgan tetap memberik.an
pelavanan life saving.

8. Rujukan ke fasilitas kesehatan selanjutnya menjadi t.anggung jawaLr fasli:es
penerima rujukan tersebut dengan memberikan penclampingan dari fasli:es
penerima rujukan.

I
I .

BAB V
PENJENJANGAN SISTEM RUJUKAN

Pelaksanaan rujukan dilaksanakan secara berjenjang s;es;uai dengan ketrutu,han
medis mulai dari faskes primer ke faskes sekunder dan te,rtier dan sebaiiknya.
Rujukan ke faskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan faskes prinr,::r.
Rujukan ke faskes tertier hanya dapat dilakukan oleh filskes sekunder.
Dalam keadaan dimana faskes yang tingkatannya rendah mempunyai fasilitas
pelayanan kesehatan yang lebih baik maka dapat dilakul<an rujukan vertica.l ke
faskes yang tingkatannya kebih rendah tersebut, 

ry--.._rl
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6 .

Rujukan horizonta.l diiakukan apabila faskes penerirner rujukan tidak da;:at
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ke:br:tuhan pasien kar,:pa
keterbatasan fasilitas, peralatan, ketena gaan yang s;ifutnya sementata at,iru
menetap
Bidan atau perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter atau dokter gigi
di pelayanan kesehatan tingkat pertama.

BAB VI
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAI\I

Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Provinsi Gorontalo. dan maslh
terbatasnya sumber daya yang ada di masing-masing KaburpatenlKota da:n ticli;rk
meratanya persebaran tenaga dokter spesialis, serla untuk rn€hc€g6:h
menumpuknya pasien di satu rumah sakit rujukan tertier, maka dipandanlg perlu
membagi wilayah atas beberapa region. Pembagian wilayah te:rsebut berdasarkan :

A. RUJUKAN KASUS UMUM
1. Rujukan Sekunder:

1.1 Dengan telah tersedianya dokter spesialis Penl,al<it Dalam, Kesehatern
Anak, Kebidanan dan Kandungan, dan Bedah dj rumah sakit umujn
daerah yang ada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, maka untuk
kasus yang dapat ditangani oieh ke empat spesialisasi tersetn.rt
regionalisasi dilakukan sebagai berikut :
Region I : Meliputi rujukan yang berasal dari se.luruh faskes pri.mer r:li

wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan pusat mjukan
sekunder di RSUD. Toro Kabila detn RSUD TomLrulileito
atau rumah sakit swasta ]/ang setara dengan faskes
sekunder yang bekerjasama dengan BpJS.

Region II : Meliputi rujukan yang berasal dari tiaskes primer di vrilayah
Kota Gorontalo, wilayah, Talaga, T'ilzrngo, Batudaa pant,a.L,
Batudaa, Tabongo, dengan pusat :ru.jukan di RSULI Aior,:i
Saboe, RS. otanaha Kota Gorontalo, dan Rumah sal<i.t
Swasta yang setara dengan faskers sekunder di Kc,ta
Gorontalo dan bekerja sama dengan BPJS.

Region III : Meliputi rujukan kasus yang beraLsed dari faskes .prime:r

yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo( kecuali'l'alaga.,
Tilango, Batudaa , Pantai Batudaa dan Tabongo ), Goronteil,r
Utara, dengan pusat rujukan sel<under di RSUD Mlvl.
Dunda, RS Ainun Habibie, atau Rll Swasta di Kabupatr:rr
Gorontalo yang setara dengan faskes sekunder dan b,ekerji:.
sama dengan BPJS. Jika RSUD ,dr zainar Umar sidil,ri
Kabupaten Gorontalo utara telah terdzrpat peiayanan dokter
spesialis dasar maka dapat menerinra rujukan sekunder
dari f,asilitas kesehatan primer di l(abupaten Goronta.lrr
Utara.

Region IV : Meliputi rujukan kasus yang berasa.l dari faskes prime:r
yang ada di wiiayah Kabupaten Efoalemo, dengan pusat
rujukan sekunder di RSUD Tani dan Nelayan, dein Fll:i
swasta yang setara dengan fasker; sekunder di wiiayetl.r
Kabupaten Boaiemo dan bekerja sarrra dengan BPJS. tl
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Region V : Meliputi rujukan kasus yang berasal dari faskes prirner
yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato, dengan pr-rrsal:
rujukan sekunder di RSUD Pohur,vato dan RS Swasta y'er.ng;
setara dengan faskes sekunder di Kerbupaten Pohuwato clarL
bekerja sama dengan BPJS.

1.2 Untuk kasus selain kasus Penyakit Dalam, .Anak, Kebidanan clar:r
Kandungan serta Bedah maka pembagian region sebagai berikut :
Region I : Meliputi rujukan yang berasal dari seluruh fasi.li:asr

pelayanan primer di Wilayah Kabupaten Bone Bolango clarL
Kota Gorontalo dengan pusat rujul<an sekunder c1i RStJDt
Aloei Saboe Kota Gorontalo, Rurnah sakit pemerint.ahr
lainnya atau RS Swasta yang setara dengan fa{}l.iesi
sekunder di wilayah tersebut dan bekerja sama dengranr
BPJS, kecuali ada tenaga spesiaiis di RS yang ada di RSi
kabupaten kota tersebut.

Region II : Meliputi rujukan kasus yang berasal dari fasihir:as;
pelayanan primer yang ada di wilayah Kabupal.en
Gorontalo, Kabupaten Boalemo, I.lalcupaten Pohuwato clan.
Kabupaten Gorontalo Utara pusat rujukan sekunder- di
RSUD MM Dunda, RSUD Ainun Habibie, atau Rumah se,ki1-
pemerintah lainnya atau RS Swasta yang setara den.pran.
faskes sekunder yang ada di wilayah tersebut clan.
bekerjasma dengan BPJS, kecualii di RS kabupaten k,:>ta.
tersebut tersedia dokter spesialis.

2. Rujukan Tertier
a. Mengingat RSUD Aloei Saboe adalah satu-satunya rLrmah sakit di Prov'irrsi

Gorontalo telah dilengkapi beberapa pelayanan k,es'shatan sub spesialistik,
maka untuk rujukan tertier yang bisa ditangani cli IRSUD Aloei saboe merka.
RSUD Aloei Saboe dapat menerima rujukan tertier.

b. Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Svrasta yang setara dengan
RS Tertier atau memberikan pelayanan subspesialistik dan bekerjasarna.
dengan BPJS dapat menerima rujukan tertier.

c. Untuk kasus yang tidak dapat ditangani di RSUD Aloei Saboe, at€ru ticiiak
tersedianya tenaga dokter sub spesialis atau rnemerlukan penanganan
khusus dimana tidak terdapat alat atau tidali: cukup terseclia alat
kedokteran maka dapat dilakukan rujukan ke rLrrxr€.h sakit kelas ,A dil.uLar
Provinsi Gorontalo setelah mendapatkan rekomendersi komite medii<.

d, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan rumah sakit DR. Hasri
Ainum Habibie sebagai pusat rujukan tertier di llrrrvinsi Gorontalo seca,ra
bertahap dan berkesinambungan.

B. RUJUKAN IBU dan BAYI BARU LAHIR
Meliputi :
1. Rujukan untuk kasus bayi baru lahir yang ber:sifat tidak emergensi

mengikuti regionalisasi rujukan berdasarkan kas'us umum, dengan te:tap
memperhatikan dimana proses persalinan itu dilakukan.

2. Rujukan untuk kasus bayi baru lahir yang
mengikuti ketentuan regionalisasi.

3. Rujukan Kasus Ibu dan Bayi Baru Lahir

bersifat emergensi ti,lak

--l
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Mengingat seluruh RSUD di Kabupaten Kota telah tersedia do.lrte'
spesialis Kebidanan dan Kandungan dan Spesialis Anak, maka pernerinl.ah
Provinsi melalui Dinas Kesehatan provinsi r3orontalo membeurtur
mengembangkan rumah sakit di Kabupaten/Kota menjadi menjadi RS poNrIfK,,
mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas Pol{ED yang akan melay,irnir
rujukan kasus maternal neonatai dari beberapa puskesmas sesuai dengan.
kewenangannya.

Pemerintah KabupatenlKota
rujukan maternal neonatal dengan
yang ada, dengan ketentuan sebagai

Untuk kasus ibu dan bayi

mengembangkan regionalisasi sistr:m
berpedoman pada trreraturan perundang;an
berikut :
baru lahir dilakukran klasifikasi :ruiukan

1 .

sebagai berikut :
a. Ibu dengan kategori A : Ibu yang pada saat l[NC telah terdeteksi a,krln

mengalami peny'ulit pada saat persalinan
maka rujukan sifatn.y;r direncanakan (elel<l.if)
dan mengikuti relgionalisasi berdasarl<an
kasus umum

B i : Ibu yang ti,lak terdeteksi alcm
mengalami kesulitasr pada saat ANC tetapi
mengalami kesulita:n saat persalinein di,in
tidak dapat ditangani di fasilitas pelayani:rn
primer, maka rujukan bersifat emerge.nsi citm
tidak mengikuti ketentuan regionalisasi.

82 : Ibu yang tidak terdleteksi akan mengalerrni
kesulitas pada saat ANC tetapi mengaleilni
kesulitas pada saat persalinan akan tetapi
masih bisa ditangarri di fasilitas peiayani,Ln
primer maka dapat clilakukan pertolongzr.n
persalinan di Puskesmas poned atau Run:Lerh
Sakit PONEK, dengan tidak harus mengikuti
ketentuan re gionalisa.si.

83 ; Ibu yang pada saat ANC tidak terdeteksi
adanya peny'ulit dzrn melahirkan normill
maka persalinannya diliaksanakan di fasilirias
pelayanan primer.

b. Ibu dengan kategori

c. Ibu dengan kategori

d. Ibu clengan Kategori

BAB VII
SISTEM PEMBIAYAAN

Setiap rujukan yang diiakukan harus diikuti oleh kepastian pembiayaan yalg
dibuktikan dengan tersedianya dokumen pendukung unt.uk pengurusan klairn
kepada BPJS sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang telah diterimemya,
Jenis dan kelengkapan dokumen yang disiapkan berdzrsarkan ketentuan yang
dipersyaratkan oieh BPJS sebagai badan penyelenggara.
Dikecualikan dari ketentuan ini adaiah rujukan yang bersifat emergensi beiik
untuk kasus umum maupun kasus maternal neonerted, dengan ketentua.n
bahwa kelengkapan dokumen harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) kali'2,I
jam hari kerja. q

2 .

3 .
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4 .

5 .

Tidak dilengkapinya ketentuan terebut mengakibatkam pasien kehilangan 1al<
kiaim pembayaran atas jasa pelayanan yang diteriman.ya.
BiaS's transportasi rujukan darat dalam wilayahb provinsi Gorontalo ditanggprn5;
oleh BPJS

BAB ViIi
KERJASAMA DENGAN RUMAH SAKIT SWASTA

DAN ANTAR WILAYAH

Kerjasama antar wilayah diharuskan untuk menja:min portabilitas dalerm
penyelenggaraan sistem rujukan.
1' Bagi Kabupaten/Kota yang sebagian u,ilayah kecamatannya menjadi bagian rl'ri

region yang tidak sesuai dengan wilayah administra.tilnya maka pemerin.t,ah
daerahnya wajib melaksanakan perjanjian kerja s€:m? dengan pemerintr1h
daerah atau faskes rujukan sekunder -vang telah ditetapkan dalam regionralisar;i.

2' Bagi KabupatenlKota yang berbatasan dengan kabupaten kota lain. diluar
Provinsi Gorontalo wajib melaksanakan kerjasama pembiayaan denlgan
kabupaten kota tersebut.

3' Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota berdasarkan ketentuan perundanggn
yang ada dapat meiakukan kerjasama d.engan rumah sakit swasta yang ierla
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan JKN dengan tetap
mengikuti ketentuan tentang jenjang rujukan yang telah diatur dalam
pedoman ini.

4' Kerjasama antar wiiayah tersebut akan menjadi acuan BPJS dalam melakukan
pembayaran atas klaim yang diajukan.

BAB iX
RUJUKAN BALIK

Alur rujukan rujukan balik wajib dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tertir:r
dan sekunder secara verticai dan horizontal, sesuai dengan aiur rujukan yeurg
telah dilaksanakan.
Tata cara dan dokumen keiengkapan alur rujukan bali.k sesuai dengan standar
medis yang beriaku.
Fasilitas pelayanan yang menerima rujukan balik wajilr rnenindaklanjuti sar.an
tindak lanjut yang diberikan daiam rujukan balik.
Pada kasus tertentu bagi pasien yang penanganannya rrrasih harus dilakukan
oleh spesialis atau sub specialist pada rumah sakit t-ertentu maka pas;Len
tersebut dapat langsung dirujuk dari faskes primer lle rumah sakit tersetrut
sesuai ketenttran BPJS.
Faskes primer secara bertahap mulai mengembangketn program pengelolaan
penyakit kronis (Prolanis) meialui program rujuk balik (pRB), yang
dikembangkan oleh BPJS untuk mendukung kendali mutu dan biaya dalarn
pengelolaan jaminan kesehatan nasional di provinsi Gonrntaio.

2 .
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1 .

BAB X
PENGEMBANGAN SiSTEM INFORMTASI

untuk menjamin terselenggaranya sistem komunikasi cepat dan sistem rujr.tl(ar:l
pasien maka pemerintah Provinsi dan kabupaten kol.a harus mengembangl<a:r
sistem informasi aplikasi primary care unit (P-care) y{rng dikembangkan cle6
BPJS baik untuk pelayanan dasar maupun sistem ruiju.kan dengan bimbilga'
tehnis yang terus menerus dari BPJS sebagai penyeleng€{ara Jaminan Kesehatal
Nasionai.
Rumah sakit harus mengembangkan sistem informas:i manajemen rumah s;e.kit
yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pengelolaan JKN.
Pengembangan sistem infcrrmasi meliputi kelenghapan perangkat keras,
perangkat lunak dan SDM pengelola secara profe:sional yang selalu s1ap
melakukan proses penginputan data pasien.

BAB Xi
PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJLIKAN

2 .

?

i .

2 .

3 .

A
a .

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab
kesehatan tertier dengan mengembangkan
Gorontalo
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap
terlaksananya sistem rujukan tertier dan regional.
Pemerintah Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam meningkat.k,an
infrastruktur peiayanan primr:r dan sekunder di wiiayah kerjanya
Kepaia Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bertan.ggung jawab terha,Crap
terlaksananya system rujukan di wilayah/region masing-masing denlg'n
mengambil langkah-langkah dalam menjamin terlaksananya azas portabil:itas
pelayanan.
Direktur rumah sakit di kabupaten kota bertanggr-rng jav,,ab terha<1gp
pengembangan rumah sakit masing-masig agar sesuai dengan akreditasi rumah
sakit.

BAB XII
MONTORING DAN EVALUASI

Dinas Kesehatan Propvinsi dan Kabupatenf Kota dan organisasi profesi di
tingkat provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhaclzrp
penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, secara berjenjang mtrlai
dari faskes primer ke faskes sekunder dan faskes tertier
Dinas Kesehatan Provinsi dan KabupatenlKota dan organisasi profesi di tingJrrrt
kabupaten senantiasa mencari solusi atas masalah ya.ng terjadi dalam proscs
rujukan yang dilaksanakan.

dalam nrengembangkan fasilitas
rumah sakit pusat rujukan provinsi

5 .
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l .

BAB Xiii
SANKSI

Peserta JKN yang tidak memenuhi ketentuan daram sistem
mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan iaminan
pelayanan kesehatannya.
Faskes yang tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas
administrasi sesuai peraturan perundangan.

rujukan ini dapari
pembayaran iai:asi

diberikan' sa:n.ksr2 .
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